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ABSTRAK 
 
Azahery Insan Kamil, E0008120. 2014. HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA 
DIDIK DALAM PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DASAR DIKAITKAN 
DENGAN HAK ASASI PENDIDIKAN MENURUT PASAL 31 UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Untuk mengetahui ruang lingkup 
hak dan kewajiban peserta didik di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan 
Nasional dan juga untuk mengatahui hak dan kewajiban peserta dalam pendidikan 
berkaitan dengan hak atas pendidikan telah sesuai dengan Pasal 31 Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini merupakan penelitian 
hukum doktrinal yang bersifat preskriptif dengan pendekatan undang-undang (statue 
approach). Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini 
adalah studi kepustakaan (library research). Bahan hukum yang digunakan adalah 
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penulisan menggunakan model 
penalaran deduktif. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dihasilkan simpulan, 
yakni (1) Bahwa hak dan kewajiban peserta didik pendidikan dasar di dalam Undang 
– Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa 
kewajiban peserta didik di jenjang pendidikan dasar mengharuskan peserta hanya 
untuk belajar dan mengembangkan potensi dari dalam peserta didik masing – masing 
melalui proses pembalajaran yang dilakukan di sekolah. Sementara pemerintah wajib 
untuk memberikan dan memfasilitasi segala kebutuhan peserta didik dalam proses 
belajar tersebut. Seperti dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 pasal 31 ayat (2) bahwa “Setiap warga negara wajib mengikuti 
pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Dengan katalain tugas siswa 
dalam pendidikan seharusnya adalah belajar, sedangkan biaya adalah urusan 
penyelenggaraan pendidikan yang pada dasarnya adalah menjadi urusan pemerintah; 
(2) Bahwa kewajiban peserta didik dalam pendidikan dasar berkaitan dengan hak atas 
pendidikan telah sesuai dengan Pasal 31 Undang–Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. Akan tetapi, kewajiban dalam turut serta dalam biaya 
pendidikan kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seharusnya lebih diperjelas lagi 
dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SIstem 
Pendidikan Nasional hanya dikatakan “cukup jelas”. Akan tetapi, bagi mereka yang 
tidak memahami benar akan pasal tersebut dapat dipergunakan sebagai dasaran 
pemungutan bagi para peserta didik, baik bagi pendidikan dasar 
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ABSTRACT 
 
Azahery Insan Kamil, E0008120. 2014. THE RIGHT AND OBLIGATION OF 
STUDENTS IN ELEMENTARY EDUCATION FUNDING RELATED TO 
EDUCATIONAL BASIC RIGHT ACCORDING TO THE ARTICLE 31 OF 
THE REPUBLIC OF INDONESIA’S 1945 CONSTITUTION.  
This research aimed to find out the coverage of students‟ right and obligation 
in National Education System Law and to find out the students‟ right and obligation 
related to Educational Basic Right according to the Article 31 of the Republic of 
Indonesia‟s 1945 Constitution. This study was a doctrinal law research that was 
prescriptive in nature with statute approach. Technique of collecting law material 
used in this study was library research. The law materials used were primary and 
secondary ones. The writing process was carried out using deductive reasoning 
model. 
Considering the result of research and discussion, the following conclusions 
could be drawn. (1) Regarding the right and the obligation of elementary education 
students, the Law Number of 2003 about National Education System states that the 
students‟ obligation at elementary education level requires the students only to learn 
and to develop their own potentials through learning process carried out at school. 
Meanwhile the government obligatorily provides and facilitates all requirements of 
the students in such the learning process. Similarly, the Article 31 clause (2) of 1945 
Constitution states that “Every citizen obligatorily attends elementary education and 
the government obligatorily funds it”. In other words, the students‟ duty in education 
should be learning, while the fund is the business of education organizer basically 
constituting the government‟s business. (2) The students‟ obligation in elementary 
education related to the right to education had been consistent with the Article 31 of 
1945 Constitution. However, the obligation of participating in education fund but for 
the students exempted from such the obligation corresponding to the enacted 
legislation should be clarified further in the explanation of the Law Number 20 of 
2003 about National Education System. The explanation of the Law Number 20 of 
2003 about National Education System only stated “sufficiently obvious”. However, 
for those not understanding completely the article, it could be used as the foundation 
for collecting the students and for basic education.  
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